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ABSTRAK

ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP AHLI WARIS BEDA
AGAMA (Studi Putusan Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.PIg)

Muhammad Audiva
NPM. 1706200311

Hukum waris merupakan bagian dari sejarah hukum di Indonesia.
Dikarenakan hal inilah dalam penerapannya, hukum waris dibagi menjadi 3 (tiga)
jenis, yaitu hukum waris Islam, hukum waris Perdata (Burgerlijke wetbook), dan
hukum waris Adat. Dalam setiap peristiwa pewarisan yang dibagi dalam beberapa
jenis ini terdapat sifat yang berbeda pula dalam pewarisannya. Hal ini dikarenakan
masyarakat Indonesia yang pluralistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisa hukum waris dengan ahli waris dan pewaris yang berbeda agama dalam
perspektif hukum waris Islam dan hukum waris Perdata.

Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
normatif dengan pendekatan kasus yang bersifat deskriptif serta menggunakan data
kewahyuan dari al-qur’an/hadist dan data sekunder. Pengolahan datanya cenderung
menggunakan analisis kualitatif dalam pemecahan masalah.

Berdasarkan hasil penelitian, menyatakan bahwa dalam hal pembagian hak
waris yang berbeda agama dengan pewaris ini dinyatakan tidak sah, hal ini
dikarenakan adanya perbedaan agama yang dianut antara ahli waris dengan pewaris,
sesuai dengan hukum waris Islam. Namun, apabila dilihat melalui hukum waris
Perdata, apabila terdapat perbedaan agama yang dianut antara ahli waris dan pewaris
merupakan bukan suatu penghalang bagi ahli waris tersebut untuk mendapatkan
haknya. Hal ini dikarenakan dalam pewarisan perdata menganut asas “de naaste in
het bloed, erft het goed”, yang artinya seseorang yang berdarah dekat dapat
menerima warisan.

Kata kunci: Hak Waris, Beda Agama, Komparatif Waris, Hukum Islam,
Hukum Perdata.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah hukum di Indonesia, hukum waris merupakan salah satu bagian
dari hukum perdata. Menjadikan hukum waris yang berlaku terbagi atas beberapa
jenis, diantaranya hukum waris burgerlijke wetbook (BW), hukum waris islam, dan
hukum waris adat. Hukum waris berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan
sosial manusia, yang mana setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum,
yakni kematian, dan akan menimbulkan akibat hukum dari adanya peristiwa kematian
seseorang.’

Setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan dalam menerapkan
sistem hukum pewarisannya. Kondisi inilah yang membuat penulis merasa tertarik
untuk dikaji lebih lanjut. Melalui kajian-kajian tersebut nantinya dapat dipahami
perbedaan-perbedaan yang terjadi di tiap daerah, terutama dalam sistem hukum waris.

Dalam implementasinya, terdapat 2 (dua) sistem hukum waris yang cukup
dominan berlaku di kalangan masyarakat Indonesia. Kedua sistem hukum waris ini
dapat mewakili budaya dan kultur masyarakat pada umumnya, sistem hukum waris
yang digunakan adalah Hukum waris Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Al-
Hadist serta hukum waris peninggalan Hindia Belanda yang bersumber pada

Burgerlijke wetbook (BW).

! Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia, Jakarta Timur: Prenada
Media Group, him.1
1



Menurut Prof. MR. A. Pitlo, Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang
mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai
pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini
bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan
mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.? Menurut
Soepomo, hukum waris merupakan suatu peraturan yang mengatur proses
meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud
benda (on materiele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada
turunannya.® Sedangkan R. Subekti mengatakan hukum waris mengatur hal ihwal
tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia.*

Dari adanya pendapat para ahli hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum
waris merupakan hukum yang mengatur tata cara perpindahan harta warisan dari
pewaris, baik berupa harta benda atau barang baik yang berwujud benda ataupun
tidak kepada ahli waris.

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam suatu peristiwa pewarisan terdapat
unsur-unsur yang harus terpenuhi, antara lain:

1. Adanya subjek hukum waris, yaitu Pewaris (orang yang meninggal dunia)

Ahli Waris dan orang-orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat (ahli waris

terstamenter);

2 Pitlo, Hukum Waris Menurut Undang Undang Hukum Perdata Belanda, Jakarta: PT
Intermasa, 1986, him. 1

3 Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: 1966, him.72-73.

4 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, Cet. XXVI, him.17



2. Peristiwa hukum waris, yaitu meninggalnya pewaris;

3. Hubungan hukum waris, yait hak dan kewajiban ahli waris;

4. Objek hukum waris, yaitu harta warisan peninggalan pewaris.

Dengan adanya peristiwa kematian seseorang, maka akan mengakibatkan adanya
proses pewarisan. Pewarisan merupakan suatu proses beralihnya harta warisan dari
pewaris kepada ahli waris. Pewarisan dapat berlansung baik dengan aturan hukum
dan aturan agama yang berlaku dalam kelompok masyarakat. Aturan hukum
merupakan aturan Undang-Undang yang berlaku dalam kelompok masyarakat
tertentu, sedangkan aturan agama merupakan ketentuam hukum agama yang dianut
oleh seseorang dan berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu.®

Dalam sistem pewarisannya hukum waris perdata saling berkaitan dengan sistem
kekeluargaan. Yang mana dalam sistem kekeluargaannya tesebut terdiri dari sistem
kekeluargaan yang bilateral atau parental. Sistem kewarisan hukum perdata diatur
secara individual. Yang artinya ahli waris mewaris secara individu dan tidak dapat
perbedaan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Sedangkan sistem pewarisan menurut hukum Islam, peninggalan harta dari
pewaris tidak serta merta seluruh kekayaannya akan dibagi kepaa ahli waris. Hal ini
dikarenakan ada suatu saat pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa

hutang. Jika terdapat hutang yang belum dilunasi oleh pewaris, maka ahli waris wajib

> Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014,
him.193



untuk melunasi hutang tersebut. Hal ini sesuai dengan anjuran yang terdapat dalam
Al-Qur’an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Dalam penerapan hukum waris Islam bersumber pada Al-Qur’an dan Hadist.

Seperti yang di jelaskan dalam Q.S An Nisa : 7 yang firmanNya:

O9584Ts oI alT 355 Las Zual sLudlly 5555385 oIsIT &35 Las Supal Ja3l
Ugyda Limal & 78 5 dis U5 Las

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan
kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang
tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Sumber hukum waris Islam juga merujuk kepada Hadist Nabi Muhammad Saw.

antara lain:

oy liE onl oF dal o ulle Gl UE35 ks SIS Jeeliw] (i sasa LE3>
Js¥ 5¢b G b Llaly (sl 5311 1ohatl JIB lug dele il o (ol (2 Legae <
S

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan
kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibn Thawus dari ayahnya dari
Ibnu Abbas ra. dari Nabi Muhammad SAW. bersabda: “Berikanlah faraidh (bagian-
bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah

kepada laki-laki dari keturunanlaki-/aki yang terdekat.” (HR. Bukhari dan Muslim)



Sumber hukum Islam ini merupakan rujukan (pertimbangan) Hakim Pengadilan
Agama dalam membuat putusan. Oleh karenanya, hukum waris Islam mendapatkan
perhatian yang sangat besar, apalagi terkait dengan pembagian warisan yang sering
menimbulkan permasalahan bagi keluarga yang ditinggalkan pewaris. Sehingga hal
ini sering menyebabkan terjadinya sengketa waris.

Seseorang dapat dikatakan ahli waris apabila orang tersebut memenuhi sebab-
sebab dapat dikatakannya sebagai ahli waris, diantaranya yaitu adanya hubungan
kekerabatan, hubungan pernikahanm hubungan wala’, dan hubungan agama. Selain
harus memenuhi empat sebab tersebut, seseorang juga harus memenuhi syarat-syarat
untuk dapat menerima warisan. Namun tidak jarang pula seseorang tersebut gagal
atau dinyatakan tidak layak menjadi ahli waris dikarenakan ada sebab-sebab tertentu.

Sebagaimana yang diketahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat
gugur menjadi ahli waris dikarenakan adanya perbedaan agama, pembunuhan,
kemurtadan, dan perbudakan. Dalam kehidupan, seringkali kita menjumpai adanya
penyebab ahli waris dinyatakan gugur menjadi ahli waris, yaitu seperti halnya
dikarenakan perbedaan agama. Dengan adanya perbedaan agama ini, para ulama
mazhab sepakat untuk menyatakan bahwa orang nonmuslim tidak dapat mewarisi
harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi

Muhammad Saw. melalui riwayat Bukhari dan Muslim,
il 58801 &oyg oy 5K el by

Artinya: “Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan orang kafir tidak



punya hak waris atas orang Islam.”

Perbedaan agama ini seringkali menjadi penyebab sengketa waris antar ahli
waris dalam keluarga. Al-Qur’an dan Hadist tidak memberikan penjelasan mengenai
bagian harta dari ahli waris nonmuslim, namun disisi lain keadaan dan kondisi
menuntut untuk menghendaki hal yang sebaliknya. Karena hal ini dinilai tidak adil
bagi ahli waris nonmuslim.

Pada dasarnya masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat pluralistik,
menjadi penyebab seringnya dijumpai berbagai konflik tentang penerapan
pembagian waris baik di kalangan umat muslim atau umat nonmuslim dan atau
pembagian waris antara ahli waris nonmuslim dengan pewaris muslim atau
sebaliknya, antara pewaris nonmuslim dengan ahli waris muslim. Seperti kasus
dalam Putusan Nomor :1854.Pdt.G/2013/PA.Plg, yang mana dalam kasus tersebut
terdapat perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris yang menyebabkan
adanya sengketa waris, anak menggugat ibu tirinya yang beragama Islam di
Pengadilan Negeri namun sang ibu menggugat balik di Pengadilan Agama, oleh
karena sang pewaris (suami) beragama Islam maka Pengadilan Agama yang
memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa. Pada sengketa ini, hakim
memutuskan bahwa ahli waris beda agama dengan pewaris ia mendapatkan
pembagian harta warisan melalui wasiat wajibah, yang dimana seharusnya wasiat
wajibah tersebut hanya diperoleh oleh anak angkat seperti yang dijelaskan pada

pasal 209 KHI.



Semakin maraknya kasus-kasus yang terjadi dalam hukum waris yang seperti

halnya kasus diatas, maka penulis ingin meneliti hal tersebut dalam penelitian

skripsi dengan judul “Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Ahli Waris Beda

Agama (Studi Putusan Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg)”.

1.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian

skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a.

Apakah ahli waris non muslim dapat memperoleh warisan dari pewaris
Islam menurut hukum waris Islam dan hukum perdata (Burgerlijke
wetbook)?

Bagaimana penerapan pembagian harta waris antara ahli waris
nonmuslim dengan pewaris muslim dalam putusan
nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.PIg?

Bagaimana analisis putusan nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg terkait
pembagian harta waris antara ahli waris nonmuslim dengan pewaris

muslim?

Faedah Penelitian

Faedah penelitian yang ingin dicapai ialah, berupa faedah teoritis dan

praktis, sebagai berikut:

a.

Secara teoritis, agar dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum

khususnya hukum perdata melalui kajian-kajian analisis sebuah aturan



dari hukum perdata dan hukum islam yang mengatur mengenai
mewarisi pewaris dengan ahli waris beda agama yang ditinjau dari
Hukum Islam dan Hukum perdata, yang keduanya merupakan Hukum
positif yang ada di Indonesia.

b. Secara Praktis, dapat memberikan manfaat terhadap subjek hukum
perdata serta hukum Islam dalam pelaksanaan pembagian harta warisan
pewaris dengan ahli waris beda agama agar lebih memperhatikan
klausul — klausul dalam peristiwa tersebut, termasuk hak dan kewajiban
yang tidak merugikan pihak-pihak yang mengikatkan diri didalamnya,
karena praktik pemberian harta warisan terutama pewaris dengan ahli
waris beda agama masih dilihat dari satu sisi saja yaitu hukum yang

sudah ada.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk

sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui dan mengkaji apakah ahli waris nonmuslim dapat
memperoleh warisan dari pewaris muslim menurut hukum waris Islam dan
hukum perdata (Burgerlijke wetbook).

Untuk mengetahui dan mengkaji tentang penerapan pembagian harta waris
antara ahli waris nonmuslim dengan pewaris muslim dalam putusan

nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.PIg.



3.

Untuk mendapatkan pengetahuan dan mengkaji tentang analisis putusan
nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg terkait pembagian harta waris antara ahli

waris nonmuslim dengan pewaris muslim

C. Definisi Operasional

1.

Perbandingan Hukum (Comparative Law)

Menurut J Satrio, S.H, Perbandingan Hukum (Comparative Law) adalah
suatu pengetahuan dan metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau
lebih dari satu sistem hukum, dengan meninjau kaidah dan atau aturan
hukum dan atau yurisprudensi serta pendapat ahli yang kompeten, untuk
menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sehingga dapat
ditarik kesimpulan-kesimpulan dan konsep-konsep tertentu, dan kemudian
dicari sebab-sebab perdaan secara historis, sosiologis, analitis dan normatif.®
Sehingga metode perbandingan hukum ini digunakan untuk menganilisis
perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan meninjau kaidah
dan aturan hukum yang disertai pendapat-pendapat parah ahli yang
kompeten melalui sudut pandang hukum waris Islam dan hukum waris
perdata terhadap pewaris dengan ahli waris beda agama.

Faraidh (Waris Islam)

Muhammad Ali Al Shabuni mendefinisikan kewarisan:’

2.

® Munir Fuady, Perbandingan Hukum Perdata. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, him.

" Muhammad Ali Al Shabuni, Al-Mawarits Fi al-Syari’ah al-Islamiyyah al-Kitab wa al-

Sunnah, Alim Al Kitab, 1985.
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Artinya: “Kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seseorang yang
sudah meninggal (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik
kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun
hak-hak yang sesuai dengan syari’at.”
3. Hukum waris
Menurut Prof. MR. A. Pitlo, Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang
mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, Yaitu
mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat
dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam
hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara
mereka dengan pihak ketiga.®
D. Keaslian Penelitian
Berdasarkan permasalahan dan cara penelitian yang terdapat dalam penelitian ini,
peneliti mengetahui bahwa sudah banyak peneliti-peneliti yang mengangkat topik ini
sebagai penelitiannya. Dengan adanya penelitian tersebut, peneliti menjadikannya
sebagai referensi terhadap penulisan skripsi peneliti. Berikut ini adalah beberapa

topik penelitian dengan topik penelitian yang hampir sama:

8 Pitlo, Loc., Cit.
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Penelitian dalam bentuk Skripsi Hukum yang ditulis oleh Fabian
Hutamaswara Susilo, NIM:11140440000017, penellitiannya berjudul
“Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Jakarta”.
Menyimpulkan bahwa pembagian warisan kepada keluarga yang terdiri dari
agama muslim dan non muslim tersebut dibagi secara rata, baik kepada laki-
laki maupun perempuan, muslim maupun nonmuslim. Hal ini dikarenakan
adanya faktor pendorong pembagian waris sama rata karena memandang dan
menerapkan prinsip sama rata dalam keadilan yang didasarkan atas kasih
sayang sesama keluarga, serta menjaga keharmonisan dan tidak memandang
agama yang dianut oleh mereka.

Penelitian dalam bentuk Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 3 Tahun
2016 yang ditulis olen Salma Suroyya Yuni Yanti, dalam penellitiannya
yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama
Serta Akibat Hukumnya”. Menyimpulkan bahwa ahli waris beda agama
tetap dapat menerima harta waris melalui wasiat wajibah. Dan akibat
hukumnya pada penyelesaian kewarisan beda agama dalam pelaksanaannya
menimbulkan penafsiran hakim yang berbeda dalam pertimbangan amar
putusan, dalam prakteknya hakim merujuk yurisprudensi Mahkamah Agung
juga hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum terkait kasus

tersebut.
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Penelitian dalam bentuk jurnal Hukum dan Peradilan yang ditulis oleh
Muhammad Isna Wahyudi, penelitiannya berjudul “Melacak Illat Hukum
Larangan Waris Beda Agama”. Menyimpulkan bahwa dalam penerapan
hadist yang melarang waris beda agama harus mempertimbangkan ‘illat
hukum yang terkandung dalam hadist tersebut, sesuai dengan kaidah figih
“Hukum berlaku bersamaan denga nada atau tidaknya ‘illaz hukum
tersebut”. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan ketidakadilan antar

anggota keluarga.

E. Metode Penelitian

Dalam mencapai hasil penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian yang

diuraikan sebagai berikut:

1.

Jenis dan Pendeketan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan kasus (case approach). Penelitian normatif merupakan penelitian
terhadap suatu kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu sistem yang
berkaitan dengan peristiwa hukum.® Dan metode pendekatan kasus
merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu isu
hukum yang sedang dihadapi yang memiliki kekuatan hukum tetap sesuai

dengan putusan pengadilan.®

® Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, him.36

10 Dr.Amiruddin, SH.,M.Hum dan Prof.Dr.H.Zainal Asikin, S.H.,S.U, Pengantar Metode

Penelitian Hukum, Ed-Revisi, Cet. Ke-9, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hIm. 165
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Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengkaji suatu peristiwa hukum yang

sering terjadi di masyarakat tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al Quran dan Hadist,
diantaranya:

1) Q.S An-Nisa: 7, 11, 12, 141 dan surah An-Nahl: 41

2) Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim.

b. Data sekunder, merupakan data pustaka yang mencakup dokumen-
dokumen resmi dan publikasi tentang hukum, diantaranya:

1) Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Peraturan Perundang-
undangan, vyakni: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Fatwa MUI
Nomor:5/MUNAS.VI1/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama,
Yurisprudensi Nomor:51.K/AG/1998, Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1



14

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan
Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.
2) Buku-buku teks, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang
memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
4. Alat Pengumpul Data
Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan (library research) yang merupakan metode pencarian,
mengumpulkan, dan menganalisa sumber data untuk diolah dan disajikan
dalam bentuk laporan penelitiaan kepustakaan.
5. Analisis Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan

cenderung menggunakan analisis kualitatif dalam pemecahan masalah.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
A. Faraidh (Waris Islam)
1. Pengertian Waris Islam

Kata “fara’idh” adalah bentuk jamak dari kata “faridhah” yang
bermakna ‘sesuatu yang diwajibkan’ atau ‘pembagian yang telah
ditentukan bagiannya’. Secara etimologi (lughawi), lafadz ‘“‘faridhah”
diambil dari kata “fardhu” (kewajiban) yang memiliki beberapa makna.
Menurut Tim Penyusun Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar
Mesir, setidaknya ada enam makna lafadz “faridhah”, yaitu: al-qath’u
(ketetapan atau kepastian), al-taqdir (suatu ketentuan), al-inzal
(menurunkan), al-tabyin (penjelasan), al-ihlal (menghalalkan), dan al-
‘atha’ (pemberian).!

Secara terminologi, fara idh adalah ilmu yang mempelajari tentang
pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan
pembagian harta warisan, serta pengetahuan tentang bagian yang wajib
dari harta peninggalan untuk ahli waris.

Dalam literatur lain, ilmu fara’idh juga dikenal dengan istilah ilmu
mawarits. Secara etimologi, kata “mawarits” merupakan jama dari kata

“mirats”, yaitu harta peninggalan orang yang meninggal yang

11 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Hukum Waris, (Terj.) Addys Aldizar dan
Faturrahman, Cetakan ke-3, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011, him. 11-12.
15
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diwariskan kepada para ahli warisnya. Sedangkan secara terminologi,
para fugaha (ahli figh) mendefinisikan ilmu mawarits dengan ilmu
untuk mengetahui yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak
dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan
cara pembagiannya.!?

Lebih jelasnya, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang
Hukum Kewarisan Bab | Ketentuan Umum Pasal 171 huruf (a)
menyatakan bahwa Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur
tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa
bagiannya masing-masing.*®

2. Dasar Hukum Waris Islam

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan jelas melalui

sumber hukum Islam, yaitu Al Quran, Hadist dan Ijtihad. Al Quran

menjelaskan melalui (Q.S An Nisa : 7) yang firmanNya:
355 Lah Laal sLadlly (b 88Th 1 061T 815 s Lual JUo3 ]
Ungpih luai & 58 31 4o U8 Lha Ggipd¥Ty o050

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang

tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta

2 Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Figh Mawaris: Hukum Pembagian Waris
Menurut Syariat Islam, Cetakan ke-5, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013, him. 5
13 Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2005, him. 56
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peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Ayat di atas dipandang sebagai ayat pertama yang turun mengenai hukum
waris Islam. Maka dengan turunnya ayat tersebut berarti telah ditetapkan
adanya bagian warisan yang dapat diterima oleh laki-laki maupun perempuan
tanpa terkecuali.'*

Sumber hukum waris Islam selain merujuk kepada Al-Quran, ia

juga merujuk kepada Hadist Nabi Muhammad Saw. antara lain:

-z
S P RT ) -

ol oF 4l oo el Gl LE35 uhs S0 Jeeliw| (i ass UE3>
sl 5801 Ighall JB g dele il (o (ol o2 Legpe Ul oy nlie
S5 055 do¥ 5 i b klal,

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah
menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami 1bn
Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi Muhammad SAW.
bersabda: “Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan)
kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari

keturunanlaki-laki yang terdekat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

him. 20

14 Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, Surabaya: Pustaka Radja, 2016,
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Allah SWT mengatur pembagian dari tiap tiap hak ahli waris, seperti yang

dijelaskan Al Quran pada (Q.S An Nisa : 11) yang firmanNya:

G3d 3lid 58 416 & ol as (e ,s.Lu R 4 DAY

UST 53¥5 & Latalll LIS Basls SEE Ol & O L G 55 ol
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Artinya:  “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang
(pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak
laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika
anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka
bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak
perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta
yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal)
mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan

dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat
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sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara,
maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di
atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah
dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu
tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya
bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui,
Mahabijaksana. ”

Firman Allah SWT melalui (Q.S An Nisa: 11) menjelaskan bagian
anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dengan cara pembagian
yaitu bagian laki laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Namun
apabila hanya anak perempuan itu sendiri maka ia akan mendapat
bagian separuh harta, dan jika ia lebih dari seorang maka masing-masing

dari anak perempuan tersebut memperoleh dua pertiga.®

5 Gl GE BB 5 W05 353 086 1 &) p8B 155 & e Ladas 1805

5 33 @ st B en ofT. 2o edwa . o< b iz ssga s EYn
Lo 2301 &ds © 030 51 L vogs Huos sl (e (S5 Las aad! oS8
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5 1bid., him. 22
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Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta
yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat
seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat
yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak
mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah
dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-
utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan
yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara
perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara
itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari
seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu,
setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar)

utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah

ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. ”
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Lanjut pada (Q.S An Nisa : 12) yang menjelaskan bahwa hak hak
bagian suami (duda) ataupun istri (janda) apabila meninggal dunia
terlebih dahulu maka dalam warisnya haruslah memperhatikan apakah
la meninggal dunia hanyalah meninggalkan seorang suami/istri atau
meninggalkan suami/istri disertai dengan anak.

Ayat tersebut juga menjelaskan ketentuan kalalah yang artinya
membahas tentang ketentuan apabila seseorang (laki-laki atau
perempuan) yang meninggal dalam kondisi tidak mempunyai bapak
ataupun anak. Namun ia mempunyai saudara laki-laki atau perempuan
seibu. Maka masing-masing untuk saudara ialah seperenam. Namun jika
saudara laki-laki atau perempuan lebih dari seorang, maka mereka
bersama-sama memperoleh sepertiga harta tanpa memandang jenis
kelamin.

Meskipun Al-Quran dan Hadist telah mengatur ketentuan terperinci
mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih
diperlukannya ijtihad, yakni pada hal hal yang belum ditentukan oleh
Al-Quran dan Hadist. Misalnya mengenai diberikan kepada siapa harta
warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-

sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.®

16 Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia,
Jakarta: Sinar Grafika, 2009, him. 12
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Ijma’ adalah kesepakatan para ulama Islam dalam menentukan
suatu masalah ijtihadiyah. Para sahabat, tabi’in (generasi pasca sahabat),
dan tabi’ al-tabi’in (generasi pasca tabi’in), telah berijma atau
bersepakat tentang legalitas ilmu fara’idh dan tidak ada seorang pun
yang menyalahi ijma tersebut. Salah satu contoh dari ijma para sahabat
adalah saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, dapat dihalangi
(di-mahjub-kan) oleh salah satu dari enam orang, yaitu anak laki-laki,
cucu laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan, bapak dan kakek.’

3. Rukun dan Syarat Waris Islam
1) Rukun waris

Rukun atau unsur waris dalam ilmu Faraidh ada tiga dan masing-

masing unsur tersebut haruslah terpenuhi, apabila salah satu

rukun/unsur waris tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi
pewarisan. Tiga rukun waris tersebut ialah al-muwarits, al-warist
dan al-maurust.8

a) Al-Mawarits

Pewaris (al-muwarits), menurut pasal 171 huruf (b) KHI
mendefinisikan pewaris adalah orang yang pada saat

meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan

17 Syuhada’ Syarkun, Ilmu Fara’idh, Ilmu Pembagian Waris Menurut Hukum
Islam, Jombang: T.P, 2008, him. 7

18 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Al-Mawaris Fi Al-Syari atil Islamiyah, Terj. Zaini Dahlan,
Bandung: Trigenda Karya, t.t., him. 39.
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putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris
dan harta peninggalan.t®

b) Al- Warist
Ahli waris atau al-Warist, menurut pasal 171 huruf (c) KHI
mendefinisikan ahli waris adalah orang yang pada saat
meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan
perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.?

c) Al-Mauruts
Harta warisan atau al-Mauruts, menurut pasal 171 huruf (e)
KHI mendefinisikan harta warisan adalah harta bawaan
ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk
keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya
pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian
untuk kerabat.?!

2) Syarat waris

Syarat waris dalam ilmu faraidh ada tiga. Pertama, ialah matinya

pewaris (muwarits), baik dengan nyata maupun oleh hukum

dinyatakan meninggal. Kedua, ialah adanya hidupnya ahli waris

pada waktu meninggalnya pewaris, baik dengan nyata maupun oleh

B Tim
20 1pid.
21 |bid.

Redaksi Fokusmedia, Loc. Cit.
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hukum dinyatakan meninggal. Ketiga, ialah mengetahui sebab-
sebab adanya hubungan nasab pewaris dengan ahli waris, seperti
garis kerabat, perkawinan dan perwalian.??

Asas-asas Hukum Waris Islam
Hukum waris adalah aturan yang mengatur persoalan harta seseorang

yang telah meninggal dunia lalu diberikan kepada yang berhak (ahli waris),

seperti keluarga dll. Setiap hukum dalam operasionalnya mempunyai asas
sebagai langkah awal penerapan hukum tersebut. Hukum waris Islam
mengandung asas-asas yang memperlihatkan karakteristik yang dimilikinya,

Adapun asas-asas hukum warisnya adalah:?®

e Asas ijbari, mengindikasikan bahwasannya tidak adanya kuasa pewaris
maupun ahli waris untuk tidak menjalankan pembagian harta waris
sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam hukum waris Islam.

e Asas bilateral, dimaknai sebagai proses peralihan harta peninggalan
melalui dua jalur, yakni melalui jalur keturunan laki-laki dan jalur
keturunan perempuan. Artinya, bahwa setiap individu dapat menerima
bagian warisan dari kedua jalur kekerabatan.

e Asas Individual, artinya bahwa masing-masing ahli waris yang

mendapat bagian harta peninggalan pewaris, berhak dan berkuasa penuh

22 Otje Salman, Hukum Waris Islam, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, him. 5
23 Maimun Nawawi, Op. Cit., him. 39
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atas harta harta secara individual tanpa terikat dengan ahli waris yang
lain.
e Asas Proporsional, artinnya harta waris yang dibagi sesuai kadar
kebutuhan masing-masing ahli waris.
4. Sebab-sebab Mewariskan
Dalam hukum waris Islam sebab-sebab waris mewarisi ada empat,
yaitu:?*
1) Kekerabatan
Kekerabatan adalah ahli waris yang mendapatkan harta warisan
karena sebab kelahiran. Kekerabatan dalam hukum Islam terbagi ke
dalam tiga kelompok:?®
a) Kelompok furu’ (cabang), yaitu anak keturunan dari pewaris
baik jalur dari suami atau jalur dari istri
b) Kelompok Ushul (asal), yaitu orang tua yang menyebabkan
(melahirkan) adanya pewaris. Diantaranya ayah dan kakek atau
seterusnya, lalu ibu dan nenek.
¢) Kelompok hawasyi (menyamping), keluarga yang dihubungkan
dengan pewaris melalui garis menyamping. Diantaranya

saudara laki-laki dan paman, lalu saudari perempuan dan bibi.

24 Suhwardi Lubis, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis), Jakarta: Sinar Grafika, 1995,
him. 53

% Asrizal, “Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis
atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam),” Al-Ahwal, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, him. 134.
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Perkawinan

Pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yang sah
adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing masing
agama dan kepercayaannya.?® Sedangkan menurut Hukum Islam,
perkawinan yang dianggap sah ialah perkawinan yang telah
memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu terdapat calon suami,
calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.
Hubungan sebab wala’

Wala’ adalah seorang budak yang dimerdekakan.

el Az aaadl o

Artinya: “Wala’ itu adalah kerabat seperti kekerabatan karena
nasab.” (HR. Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

Hubungan sesama Islam

Orang yang meninggal dunia apabila tidak ada ahli warisnya yang
tertentu, maka harta peninggalan diserahkan ke Baitulmal untuk

umat Islam, dengan jalan waris.

3~z

WGy e &yls G

26 Pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perkawinan.
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Artinya: “saya menjadi waris orang yang tidak mempunyai ahli

waris” Riwayat Ahmad dan Abu Daud

Rasulullah Saw. terang tidak menerima waris untuk diri sendiri,
hanya saja Rasulullah Saw. menerima warisan seperti itu untuk
dipergunakan semata-mata untuk kemashlahatan umat.

5) Wasiat wajibah

Ibnu Hazm dalam kitabnya al Muhalla mengataka:
“Diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat bagi kerabatnya yang
tidak mewarisi disebabkan adanya perbudakan, adanya kekufuran (non
muslim), karena terhijab atau karena tidak mendapat warisan (karena
bukan ahli waris), maka hendaklah ia berwasiat untuk mereka serelanya,
dalam hal ini tidak ada batasan tertentu. Apabila ia tidak berwasiat (bagi
mereka), maka tidak boleh tidak ahli waris atau wali mengurus wasiat
untuk memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut
kepatutan. Andaikan kedua orang tua atau salah satunya tidak beragama
Islam (nonmuslim) atau menjadi budak., atau salah satu dari keduanya.
Apabila ia tidak berwasiat, maka harus diberikan harta (kepada orang
tua) tidak boleh tidak. Setelah itu ia boleh berwasiat sekehendaknya.
Apabila berwasiat bagi tiga orang kerabat di atas, hal itu telah

memadai.”?’

27 lbnu Hazm, Al-Muhalla, Beirut: Dar Al-Fikr, tt, him. 314
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Melalui pendapat Ibnu Hazm di atas, jelas bahwa kedua orang tua dan

kerabat yang tidak mewarisi karena terhalang perbedaan agama wajib

diberi wasiat. Maksud dari kerabat ialah orang yang apabila ditelusuri

masih ada hubungan darah dari pihak ayah atau ibunya, atau semua

keturunan yang masih memiliki hubungan nasab dengan ayah atau ibu

sampai ke bawah.

Wasiat wajibah juga tercantum pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam

dengan unsur-unsurnya, yaitu:

a) Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat
atau sebaliknya.

b) Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima
wasiat akan tetap dilakukan oleh negara, yakni hakim.

c) Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak
boleh melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris.

Di negara Islam bagian Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan

Suriah, lembaga wasiat wajibah digunakan untuk menyelesaikan

sengketa waris baik antara pewaris dengan cucu dari anak pewaris yang

meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris.
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5. Sebab-sebab Tidak Mewarisi

Hukum waris Islam juga mengatur mengenai sebab-sebab orang yang tidak

mendapatkan waris, meskipun ia memiliki hubungan kekeluargaan yaitu:

hamba, pembunuh, murtad, dan kafir.?

1)

2)

Hamba
Seorang hamba tidak mendapatkan waris dari sekalian keluarganya yang
meninggal dunia selama ia masih bersifat hamba.

Firman Allah SWT dalam (Q.S An Nahl : 75)

Artinya: “...seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain,
yang tidak berdaya berbuat sesuatu....”

Pembunuh

Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat waris dari keluarga

yang dibunuhnya.

ik J5iill (e JalAN &3

Artinya: “Yang membunuh tidak mewarisi dari yang dibunuhnya.”

Riwayat Nasai

28 Sulaiman Basjid, Op. Cit., him. 333
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Murtad
Orang yang keluar dari agama Islam, tidak dapat waris dari keluarganya
yang masih tetap memeluk agama Islam dan sebaliknya iapun tidak

diwarisi oleh mereka yang masih beragama Islam.
Bak Gure J25 JI ey dele Ul o il Jgy 335 JUB 333 ol e

a0 2

353 565 Al Guad s e Gpal (T (pald agl

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Bardah, ia berkata: “Saya telah diutus
oleh Rasulullah Saw kepada seorang laki-laki yang kawin dengan isteri
ayahnya. Nabi besar Saw. menyuruh agar saya bunuh laki-laki tersebut
dan membagi hartanya sebagai harta rampasan sedang laki-laki
tersebut murtad.”

Orang tidak memeluk agama Islam (Kafir)

Tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang memeluk agama
Islam. Begitu juga sebaliknya, orang Islam tidak pula berhak menerima

warisan dari keluarganya yang tidak memeluk agama Islam.

Sy JUB ey ade <l o (o1 BT Loe il (oviy o5 or Aalial yeg

okiadt 53&00 &oy3 W5 &I pLl
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Artinya: Dari Usamah putera Zaid ra, ia berkata: “Bahwasannya

Rasulullah Saw. bersabda: “Orang Islam tidak punya hak waris atas

orang kafir, dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam. *’2°
B. Hukum waris

Menurut Prof. MR. A. Pitlo, Hukum Waris adalah kumpulan peraturan
yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu
mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat
dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam
hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara
mereka dengan pihak ketiga.*

Sedangkan menurut H.M. Idris Ramulyo, hukum waris adalah suatu
aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum
mana yang berhak mewarisi harta peninggalan sebagaimana kedudukan
masing-masing ahli waris serta berapa perolehan yang akan didapatkan
secara adil dan sempurna.®!

Maka berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa
hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan harta

warisan dari si mati (pewaris) baik yang berupa harta benda yang dapat

29 Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqgalani, Bulughul Maram, Terj. Machfuddin Aladip, Semarang:
Toha Putra, t.t., him. 479

%0 Pitlo, Loc., Cit.

31 Ramulyo, H.M. Idris, Beberapa Masalah Pelaksanaan HUkum Kewarisan Perdata Barat
(Burgirlijk Wetbook), Jakarta: Sinar Grafika, 1993, him.13-14.
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dinilai dengan uang maupun utang-piutang kepada orang yang berhak
mewarisinya (ahli waris) baik menurut Undang-Undang maupun wasiat.
a. Unsur-Unsur Kewarisan
Wirjono Prodjodikoro mengatakan dalam hal kewarisan dalam
KUHPerdata terdapat beberapa unsur penting, yaitu:
1. Pewaris (erflater)
Pewaris ialah seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan
harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban
yang dilaksanakan selama ia hidup.
2. Ahli Waris (erfgenaam)
Ahli  waris ialah seseorang yang berhak menerima harta
peninggalan si pewaris.
3. Harta Warisan (Boedel)
Harta warisan ialah harta yang ditinggalkan pewaris yang kemudian
dibagikan kepada ahli waris. Hal ini dapat berupa harta benda
berserta hak dan kewajiban yang dimiliki pewaris semasa ia
hidupnya.
Hukum waris (erfecht) menurut BW atau secara perdata, berlaku suatu
asas bahwa ‘“apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga
segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”.

sebagaimana tertera dalam pasal 830 KUHPerdata yaitu, “pewarisan hanya
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terjadi karena kematian”®?> Maksudnya, bahwa jika seseorang meninggal
dunia yang selaku pewaris, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih
kepada ahli warisnya. Selanjutnya, tertera padal pasal 833 KUHPerdata
yaitu, “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak
milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang
meninggal "

Seseorang dapat menjadi ahli waris apabila seseorang tersebut memiliki
hubungan darah yang berarti secara undang-undang orang tersebut sah
menjadi ahli waris atau ditunjuk berdasarkan surat wasiat oleh pewaris. Surat
wasiat merupakan suatu pernyataan yang dikehendaki oleh pewaris. Surat
wasiat biasanya dibuat semasa pewaris masih hidup dan akan dibacakan
ketika pewaris meninggal dunia. Namun dalam pembagian warisan melalui
surat wasiat dengan penunjukan seseorang, harta warisannya tidak boleh
melebihi dari harta bagian keluarga si ahli waris asli.

Ahli waris yang mewarisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan
dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu:3*

1) Golongan I, merupakan suami atau istri dan anak dengan garis
keturunan lurus kebawah;
2) Golongan Il, merupakan orang tua dan saudara pewaris. Dalam hal ini

pembagiannya disamakan antara orang tua dan sudara pewaris;

%2 pasal 830 KUHPerdata BAB XII Tentang Pewarisan Karena Kematian
33 Pasal 833 KUHPerdata BAB XII Tentang Pewarisan Karena Kematian
3 Suparta dan Djejen Zainuddin, Figih, Semarang: PT. Toha Putra, 2005, him.70
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Golongan I1l, merupakan kakek-nenek. Dalam hal ini terdapat asas
kloving, yang artinya harta peninggalan harus dibagi menjadi 2 (dua),
setengah bagian untuk kakek-nenek dari pihak ayah, dan setengah
bagian lagi untuk kakek-nenek dari pihak ibu;

Golongan 1V, merupakan saudara dengan garis kesamping sampai
derajat keenam.

Berdasarkan KUHPerdata tidak membedakan antara ahli waris laki-laki

maupun ahli waris perempuan. Hanya terdapat ketentuan yang apabila

ternyata ahli waris golongan | masih hidup, maka untuk pembagian warisan

untuk golongan selanjutnya akan bersifat tertutup. Hal ini berbeda apabila

seorang ahli waris tersebut terdapat dalam surat wasiat. Apabila ahli waris

yang disebutkan dalam surat wasiat tersebut masih hidup, maka ahli waris

yang sah secara undang-undang harus memberikan bagian dari harta waris

milik ahli waris terstamenter.

b.

Asas-Asas Hukum Waris

Dalam BW berlaku juga asas-asas mengapa seseorang dapat menjadi

ahli waris, diantaranya adalah:

1) Asas “hereditatis petition”, yaitu ahli waris berhak untuk menuntut
semua harta peninggalan dari si pewaris untuk diserahkan kepada
ahli waris apabila harta tersebut dikuasai oleh orang lain. Asas ini

diatur dalam Pasal 834 BW;
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2) Asas “de naaste in het bloed, erft het goed”, yaitu seseorang yang
berdarah dekat dapat menerima warisan. Asas ini menggunakan
perhitungan dengan ukuran perderajatan dengan rumus X-1.

Selanjutnya hukum waris BW juga mengenal 3 (tiga) sifat, diantaranya

yaitu:

1. Sifat individual, ialah ahli waris merupakan perorangan (secara
pribadi) bukan sebagai suatu kelompok ahli waris;

2. Sifat bilateral, ialah seseorang dapat menjadi ahli waris dari pihak
bapak dan juga dari pihak ibu. Disini juga tidak adanya perbedaan
antara ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan;

3. Sifat perderajatan, ialah ahli waris yang derajatnya dekat dengan
pewaris, maka menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh. Hal
ini yang nantinya menyebabkan adanya golongan ahli waris.

Penghalang Kewarisan Menurut BW

Berdasarkan Pasal 838 KUHPerdata, seorang ahli waris juga dapat

dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris apabila:

1) Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba
membunuh orang yang meninggal itu;

2) Dia yang dengan putusan Hakim pernah disalahkan karena dengan

fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris
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pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman
penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;

Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan
kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik
kembali wasiatnya;

Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan

wasiat orang yang meninggal itu.

Berdasarkan Pasal 912 KUHPerdata, seorang ahli waris juga dapat

dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris apabila:

a.

b.

Ahli waris dihukum oleh hakim karena membunuh si pewaris;

Ahli waris pernah memfitnah si pewaris, hal tersebut dapat diancam
hukuman lima tahun penjara;

Ahli waris telah menggelapkan, merusak dan/atau memalsukan

wasiat si pewaris.

Dengan adanya alasan tersebut, maka seorang ahli waris dinyatakan

gugur dan tidak patut menjadi seorang ahli waris lagi.

C. Ahli Waris Nonmuslim Menurut Konsep Hukum

a.

Menurut Ulama Figih

Meninjau kembali persoalan yang telah penulis paparkan di atas,

ada 4 sebab-sebab tidak mendapatkan warisan, yaitu: hamba,

pembunuhan, murtad, dan orang yang tidak memeluk agama Islam.
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Namun dalam hal ini penulis membatasi dengan hanya membahas
lingkupnya yang mengenai sebab yang dikarenakan beda agama atau
nonmuslim.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila terdapat perbedaan
agama antara pewaris dan ahli warisnya, maka mereka terhalang untuk
dapat saling mewarisi.*® Dasar hukumnya ialah Q.S An-Nisa: 141 yang

firmanNya,
Siscio Call o 3,880 Sl Chaing (5 © dadll g &g 8555 s

Artinya: “.....Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada
hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk
mengalahkan orang-orang beriman.”

Pewarisan antara seorang muslim dan nonmuslim juga ditegaskan

Rasulullah Saw. dalam sabdanya, Hadist riwayat Bukhari dan Muslim:
el pa&n &g oy ek ad &g Y

Artinya: “Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan
orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam.”
Oleh karenanya, pewarisan tidak dapat dilakukan apabila terdapat

perbedaan agama dari si pewaris dengan si ahli waris. Baik seorang

3 Ahmad Rofig, Figh Mawaris, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 144
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muslim mewarisi kepada si nonmuslim ataupun seorang nonmuslim
mewarisi kepada si muslim.
Menurut Majelis Ulama Indonesia
Majelis Ulama Indonesia melalui Keputusan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Nomor: 5/MUNAS VI11/9/2005 Tentang Kewarisan
Beda Agama, yaitu:
1) Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara
orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan nonmuslim);
2) Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat
dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.
Menurut Hukum Positif Indonesia
1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Berdasarkan Pasal 838 KUHPerdata, seorang ahli waris juga dapat

dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris apabila:

a) Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau
mencoba membunuh orang yang meninggal itu;

b) Dia yang dengan putusan Hakim pernah disalahkan karena
dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris,
bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang
diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman

yang lebih berat lagi;
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c) Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu
dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau
menarik kembali wasiatnya;

d) Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan
wasiat orang yang meninggal itu.

Dari apa yang telah tercantum pada pasal 838 KUHPerdata, jelas

bahwasannya perbedaan agama antara si pewaris dengan si ahli

waris tidak menjadi halangan untuk dilaksanakannya pewarisan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut pasal 171 huruf (c) KHI mendefinisikan ahli waris adalah

orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah

atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan
tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwasannya syarat bagi ahli waris

untuk dapat mewarisi harta waris dari pewaris, haruslah memiliki

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris
beragama Islam. Meninjau ketentuan di atas, jelaslah bahwasannya
untuk menjadi syarat terjadinya pewarisan antara pewaris dan ahli
waris harus beragama Islam. Artinya nonmuslim adalah salah satu

penghalang terjadinya pewarisan.
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3) Putusan Mahkamah Agung

Penerapan kehakiman, hakim memiliki kewenangan menggunakan
fungsinya sebagai rechtsvending yang dibenarkan oleh hukum
positif apabila tidak ada hukum yang mengatur. Kewenangan ini
didasarkan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman. Begitu juga pada pasal 229 KHI,
hakim memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara dengan
memperhatikan dengan sungguh nilai-nilai hukum yang hidup
dalam masyarakat sehingga memberikan putusan yang sesuai
dengan rasa keadilan. Berdasarkan asas egaliter, yaitu kerabat
karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam
mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 (satu pertiga) bagian, dan
tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya
(Yurisprudensi).

Oleh karenanya, terjadilah rechtsvending mengenai wasiat wajibah
dalam yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap, di
antaranya ialah  Putusan 51K/AG/1999. Dalam Putusan
51K/AG/1999 menyatakan bahwa ahli waris yang bukan beragama
Islam tetap dapat mewarisi dari peninggalan harta pewaris

beragama Islam. Pewarisan dilakukan melalui lembaga wasiat
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wajibah. Dimana bagian anak perempuan tersebut setara dengan

anak perempuan lainnya.%

% Syafi’i, Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam di Indonesia, Mysikat, Volume 02,
Nomor, 02, Desember 2017, him. 119
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perolehan Warisan Ahli Waris Nonmuslim dari Pewaris Islam Menurut

Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata (Burgerlijke wetbook)

1.

Perolehan Warisan Ahli Waris Nonmuslim Dari Pewaris Islam
Menurut Hukum Waris Islam

Fara’idh adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian warisan dan
tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta warisan, serta
pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk ahli
waris. Lebih jelasnya, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang
Hukum Kewarisan Bab | Ketentuan Umum Pasal 171 huruf (a) menyatakan
bahwa Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan
hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa
yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Islam mengatur secara tegas tentang pembagian-pembagian hak waris
terhadap setiap ahli waris, yang bersumber dalam Al Quran, Hadist dan
ljtihad, sehingga ditentukannyalah rukun dan syarat bagi setiap ahli waris
yang berhak menerima waris, yaitu:

a) Syarat waris dalam ilmu faraidh ada tiga, yaitu: al-muwarits, al-warist
dan al-maurust.

1) Pewaris (al-muwarits), menurut pasal 171 huruf (b) KHI

mendefinisikan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya
42
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atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan
beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

2) Ahli waris atau al-Warist, menurut pasal 171 huruf (c) KHI
mendefinisikan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal
dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan
pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk
menjadi ahli waris.

3) Harta warisan atau al-Mauruts, menurut pasal 171 huruf (e) KHI
mendefinisikan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian
dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris
selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah
(tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

b) Syarat waris dalam ilmu faraidh ada tiga. Pertama, ialah matinya
pewaris (muwarits), baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan
meninggal. Kedua, ialah adanya hidupnya ahli waris pada waktu
meninggalnya pewaris, baik dengan nyata maupun oleh hukum
dinyatakan meninggal. Ketiga, ialah mengetahui sebab-sebab adanya
hubungan nasab pewaris dengan ahli waris, seperti garis kerabat,
perkawinan, hubungan wala, hubungan sesama Islam, dan wasiat

wajibah
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Mengenai pewarisan beda agama, Islam menentukannya dalam sebab-
sebab pewaris tidak mewarisi kepada ahli waris, meskipun ia memiliki
hubungan kekeluargaan, yaitu: hamba, pembunuh, murtad, dan kafir. Pada
sebab-sebab tidak mewarisi tersebut yang terkait dengan pewarisan beda
agama ialah apabila terdapat indikasi murtad dan kafir dalam hubungan
kekeluargaan tersebut.

Murtad ialah Orang yang keluar dari agama Islam. Maka ia tidak dapat
waris dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam dan

sebaliknya iapun tidak diwarisi oleh mereka yang masih beragama Islam.
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Artinya: Diriwayatkan dari Abu Bardah, ia berkata: “Saya telah diutus oleh
Rasulullah Saw kepada seorang laki-laki yang kawin dengan isteri ayahnya.
Nabi besar Saw. menyuruh agar saya bunuh laki-laki tersebut dan membagi
hartanya sebagai harta rampasan sedang laki-laki tersebut murtad.”

Kafir ialah orang yang tidak memeluk agama Islam. Maka ia tidak
berhak menerima warisan dari keluarganya yang memeluk agama Islam.
Begitu juga sebaliknya, orang Islam tidak pula berhak menerima warisan

dari keluarganya yang tidak memeluk agama Islam.
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Artinya: Dari Usamah putera Zaid ra, ia berkata: “Bahwasannya Rasulullah
Saw. bersabda: “Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan
orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam.”

Mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila terdapat perbedaan agama
antara pewaris dan ahli warisnya, maka mereka terhalang untuk dapat saling

mewarisi. Berdasarkan Q.S An-Nisa: 141 yang firmanNya:
Too- 2o 0 To 20 2@t 28 lasn® S te 2 omoat( ans s &5t s & 2%
Mo Siiaad! o (i pasl il Jazed (9 & aaudll 350 o805 oS awld

Artinya: “.....Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari
Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk
mengalahkan orang-orang beriman.”

Berdasarkan Hadist nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh

Imam Bukhari dan Muslim yaitu:
il 58801 &oyg oy 5K el by

Artinya: “Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan orang
kafir tidak punya hak waris atas orang Islam.”
Kedua dasar hukum tersebut baik Q.S An-Nisa: 141 dan Hadsit yang

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, juga merupakan dasar yang
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digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam membuat keputusan,

yang juga ditambah dengan Q.S An-Nisa: 11 yang firmanNya:

o 330 alid S 416 & il s e S0 RSl 13 A (&ias
L 13 ST 453¥5 & Lasalll B Bl 13 26K Bl5 & 385 L BB 543
S0 4 bysl 4,55 05 40 0K AT 1B 5 5 4 G &) 56 Lae el
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Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian
warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama
dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya
perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga
dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja,
maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua
ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan,
jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak

mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka
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ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian
tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah
dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu.
Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui,
Mahabijaksana. ”

Keputusan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang
Kewarisan Beda Agama, yaitu:

a) Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara
orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan nonmuslim);

b) Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat
dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif Indonesia dalam pasal
171 huruf (c) KHI mendefinisikan ahli waris adalah orang yang pada saat
meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan
dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk
menjadi ahli waris. Dari penjelasan tersebut jelaslah bahwasannya syarat
bagi ahli waris untuk dapat mewarisi harta waris dari pewaris, haruslah
memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris

beragama Islam. Meninjau ketentuan di atas, jelaslah bahwasannya untuk



48

menjadi syarat terjadinya pewarisan antara pewaris dan ahli waris harus
beragama Islam. Artinya nonmuslim adalah salah satu penghalang terjadinya
pewarisan.

Perolehan Warisan Ahli Waris Nonmuslim Dari Pewaris Islam
Menurut Hukum Perdata (Burgerlijke wetbook)

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan
harta warisan dari si mati (pewaris) baik yang berupa harta benda yang dapat
dinilai dengan uang maupun utang-piutang kepada orang yang berhak
mewarisinya (ahli waris) baik menurut Undang-Undang maupun wasiat.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan dalam hal kewarisan dalam
KUHPerdata terdapat beberapa unsur penting, yaitu: Pewaris (erflater), Ahl
Waris (erfgenaam), dan Harta Warisan (Boedel).

Hukum waris (erfecht) menurut BW atau secara perdata, berlaku suatu
asas bahwa ‘“apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga
segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”.
sebagaimana tertera dalam pasal 830 KUHPerdata yaitu, “pewarisan hanya
terjadi karena kematian”®’ Maksudnya, bahwa jika seseorang meninggal
dunia yang selaku pewaris, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih
kepada ahli warisnya. Selanjutnya, tertera padal pasal 833 KUHPerdata

yaitu, “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak

37 pasal 830 KUHPerdata BAB XII Tentang Pewarisan Karena Kematian
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milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang

meninggal.”

Seseorang dapat menjadi ahli waris apabila seseorang tersebut memiliki
hubungan darah yang berarti secara undang-undang orang tersebut sah
menjadi ahli waris atau ditunjuk berdasarkan surat wasiat oleh pewaris. Surat
wasiat biasanya dibuat semasa pewaris masih hidup dan akan dibacakan
ketika pewaris meninggal dunia. Namun dalam pembagian warisan melalui
surat wasiat dengan penunjukan seseorang, harta warisannya tidak boleh
melebihi dari harta bagian keluarga si ahli waris asli.

Ahli waris yang mewarisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan
dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu:

a) Golongan I, merupakan suami atau istri dan anak dengan garis
keturunan lurus kebawah;

b) Golongan I, merupakan orang tua dan saudara pewaris. Dalam hal ini
pembagiannya disamakan antara orang tua dan sudara pewaris;

c) Golongan I, merupakan kakek-nenek. Dalam hal ini terdapat asas
kloving, yang artinya harta peninggalan harus dibagi menjadi 2 (dua),
setengah bagian untuk kakek-nenek dari pihak ayah, dan setengah
bagian lagi untuk kakek-nenek dari pihak ibu;

d) Golongan IV, merupakan saudara dengan garis kesamping sampai

derajat keenam.
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Berdasarkan KUHPerdata tidak membedakan antara ahli waris laki-laki
maupun ahli waris perempuan. Hanya terdapat ketentuan yang apabila
ternyata ahli waris golongan | masih hidup, maka untuk pembagian warisan
untuk golongan selanjutnya akan bersifat tertutup. Hal ini berbeda apabila
seorang ahli waris tersebut terdapat dalam surat wasiat. Apabila ahli waris
yang disebutkan dalam surat wasiat tersebut masih hidup, maka ahli waris
yang sah secara undang-undang harus memberikan bagian dari harta waris
milik ahli waris terstamenter.

Berdasarkan Pasal 838 KUHPerdata, seorang ahli waris juga dapat
dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris apabila:

a) Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba
membunuh orang yang meninggal itu;

b) Dia yang dengan putusan Hakim pernah disalahkan karena dengan
fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris
pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman
penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;

c) Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan
kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali
wasiatnya;

d) Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat

orang yang meninggal itu.
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Berdasarkan Pasal 912 KUHPerdata, seorang ahli waris juga dapat

dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris apabila:

a) Ahli waris dihukum oleh hakim karena membunuh si pewaris;

b) Ahli waris pernah memfitnah si pewaris, hal tersebut dapat diancam
hukuman lima tahun penjara;

c) Ahli waris telah menggelapkan, merusak dan/atau memalsukan wasiat si
pewaris.

Dengan adanya alasan tersebut, maka seorang ahli waris dinyatakan
gugur dan tidak patut menjadi seorang ahli waris lagi.

Analisis Komparatif Perolehan Warisan Ahli Waris Nonmuslim Dari
Pewaris Islam Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata
(Burgerlijke wetbook)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dipaparkan di atas terkait
dengan hukum waris Islam yang bersumber dari Al Quran, Hadist dan
ljtihad. Maka ada 4 (empat) sebab-sebab tidak mendapatkan warisan, yaitu:
hamba, pembunuhan, murtad, dan kafir. Berdasarkan ke 4 (empat) sebab-
sebab tersebut terdapat 2 sebab yang termasuk ke dalam lingkup
pembahasan penulis, yaitu murtad dan kafir. Kedua sebab tersebut
merupakan sebab-sebab tidak memperoleh warisan apabila beda agama.

Apabaila meninjau kembali hukum waris Islam yang telah penulis

paparkan, baik dari pendapat para Ulama Figh, Keputusan Fatwa MUI, dan
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Kompilasi Hukum Islam yang masing-masing berpedoman dari Al Quran
dan Hadist, bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris meskipun
memiliki hubungan kekeluargaan tidak memiliki hak untuk memperoleh
harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini
pewaris beragama Islam.

Namun apabila meninjau kembali pada Keputusan MUI Nomor
5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama yang
putusannya pada poin (b) menyatakan bahwa pemberian harta antara orang
yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan
hadiah.

Maka dapat disimpulkan bahwa, perolehan harta waris ahli waris
nonmuslim dari pewaris Islam menurut hukum Islam tidak dapat saling
mewarisi, karena terpenuhinya sebab-sebab tidak mewarisi yaitu murtad
dan/atau kafir. Namun menelaah dari hasil Putusan Fatwa MUI Nomor
5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, ahli waris
beda agama dalam hal ini anak pewaris, dapat memperoleh harta pewaris
apabila dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Hukum perdata sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur terkait perbedaan agama antara ahli

waris dengan pewaris. KUHPerdata hanya mengatur tentang sebab-sebab
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saling tidak mewarisi yang tercantum pada Pasal 383 KUHPerdata dan Pasal

912 KUPerdata, yaitu:

Berdasarkan Pasal 838 KUHPerdata, seorang ahli waris juga dapat

dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris apabila:

a)

b)

d)

Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba
membunuh orang yang meninggal itu;

Dia yang dengan putusan Hakim pernah disalahkan karena dengan
fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris
pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman
penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;

Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan
kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali
wasiatnya;

Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat
orang yang meninggal itu.

Berdasarkan Pasal 912 KUHPerdata, seorang ahli waris juga dapat

dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris apabila:

a.

b.

Ahli waris dihukum oleh hakim karena membunuh si pewaris;
Ahli waris pernah memfitnah si pewaris, hal tersebut dapat diancam

hukuman lima tahun penjara;
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b) Ahli waris telah menggelapkan, merusak dan/atau memalsukan wasiat si
pewaris.

Maka dapat disimpulkan bahwa, perolehan harta waris ahli waris
nonmuslim dari pewaris Islam menurut hukum perdata dapat saling
mewarisi, karena perbedaan agama tidak menjadi halangan seseorang
menjadi ahli waris, sehingga ahli waris beda agama memiliki hak
memperoleh harta waris dari pewaris beda agama.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara
Hukum Islam dan Hukum Perdata terkait hak waris. Terkhususnya bentuk
ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak waris beda agama. Menurut
Hukum Waris Islam, terjadinya saling mewarisi antara pewaris dengan ahli
waris harus saling memeluk agama Islam, sedangkan dalam hukum perdata,
perbedaan agama tidak menjadi penghalang terjadinya saling mewarisi.

B. Penerapan Pembagian Harta Waris Ahli Waris Nonmuslim dengan Pewaris
Muslim Berdasarkan Putusan Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.PIg
1. Deskripsi Perkara
Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara
perdata agama yang diajukan oleh Penggugat melawan Tergugat yang
terdiri dari 2 orang tergugat yaitu Tergugat | dan Tergugat 11.%8

2. Duduk Perkara

38 Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him. 1-2
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Penggugat dengan surat gugatan yang tertanggal 2 Desember 2013,
telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan
register perkara Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. Pada tanggal 4 Desember
2013 yang kemudian dirubah pada tanggal 9 Januari 2014 mengajukan
dalil-dalil sebagai berikut:3 Penggugat merupakan istri sah Alm. Suami
Penggugat yang dinikahi secara agama Islam pada tanggal 5 Mei 19909.
Selama perkawinan berlansung si Penggugat dan Alm. Suami Penggugat
tidak dikaruniai anak. Semasa hidupnya, dari perkawinan dengan istri
pertama Alm. Suami Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu
Tergugat | dan Tergugat 1. Sedangkan Alm. Suami Penggugat meninggal
pada tanggal 6 September 2014 karena sakit yang diderita selama bertahun-
tahun, dan pada saat meninggal, Alm. Suami Penggugat dalam keadaan
beragama islam.*°

Ketika Alm. Suami Penggugat meninggal dunia, beliau meninggalkan
istri yaitu Penggugat sebagai ahli waris, serta 2 (dua) ahli waris yang
berbeda agama dengan Penggugat dan Alm. Suami Penggugat. Pada saat
Alm. Suami Penggugat meninggal dunia, beliau meninggalkan harta berupa
tanah serta bangunan yang berdiri di atasna yang terletak di Jalan
M.P.Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur Il, Kota

Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM no., dengan batas-batas:

39 Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him.3
40 Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him.4
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sebelah barat berbatasan dengan jalan komplek, sebelah timur berbatasan
dengan tanah kosong, sebelah utara berbatasan dengan jalan komplek, dan
sebelah selatan berbatasan dengan ruko milik Tetangga. Tanah dan
bangunan tersebut diperoleh secara KPR dan Penggugat ikut membayar
pembelian rumah tersebut, sekarang rumah tersebut dikuasai oleh
Penggugat, yang merupakan tempat kediaman bersama Penggugat dengan
Alm. Suami Penggugat selama ini. Yang selanjutnya tanah dan bangunan
diatasnya disebut objek sengketa.*!

Disamping itu, sebelum meninggal dunia, Alm. Suami Penggugat
meninggalkan wasiat lisan dihadapan para saudaranya yang menyatakan
beliau tidak akan memberikan warisan berupa apapun kepada anak-anaknya
yaitu Tergugat | dan Il, dan beliau juga meninggalkan Surat Pernyataan
tanggal 20 Agustus 2013, yang intinya menyerahkan harta berupa tanah dan
bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P.Mangkunegara
Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur Il, Kota Palembang. Alm. Suami
Penggugat juga meninggalkan hutang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima
juta rupiah) masing-masing kepada sdr. Pemberi hutuang 1 sebesar
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kepada Pemberi hutang 11 sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan kepada anak Penggugat sebesar
Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan semua uang tersebut

digunakan untuk biaya berobat Alm. Suami Penggugat yang menderita sakit

41 Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him.4
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jantung, darah tinggi serta gagal ginjal, sehingga harus berobat dan dirawat
di rumah sakit.*?

Saat ini Tergugat | dan Tergugat Il selalu mendesak Penggugat untuk
membagi rumah tersebut secara merata dan adil, sementara Penggugat
merasa harus menjalankan wasiat dari Alm. Suami Penggugat dan
membayar semua hutang terlebih dahulu, tetapi Tergugat I dan Il tidak mau
tau masalah tersebut. Maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan para ahli
waris dari Alm. Suami Penggugat dan menetapkan bagian masing-masing
dari ahli waris Alm. Penggugat secara adil dan sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.*?

Majelis Hakim telah mencoba menyelesaikan sengketa tersebut dengan
cara damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mugni A. Latif
Hakim Pengadilan Agama Palembang, namun upaya tersebut tidak
berhasil.*

3. Pertimbangan Majelis Hakim
Menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah:
e Bahwa Penggugat adalah istri dari Alm. Suami Penggugat yang

meninggal pada 6 September 2013 karena sakit, dan meninggalkan 2

(dua) anak yang berbeda agama yang bernama (Tergugat 1) dan

42 Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him.5
4 Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him.6
4 Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him.7
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(Tergugat 1lI), serta meninggalkan hutang sebesar Rp.105.000.000,-
(seraturs lima juta rupiah) serta meninggalkan harta berupa tanah dan
bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan
M.P.Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1l, Kota
Palembang, yang diperoleh tahun 2010 secara KPR dan Penggugat juga
ikut membayar pembelian rumah tersebut, yang sekarang dikuasai oleh
Penggugat, karena memang tempat kediaman bersama Penggugat dan
Alm. Suami Penggugat.®

e Bahwa 7 orang saksi dari pihak Penggugat dan 2 orang saksi dari pihak
Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan
penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut
sesuai anatara yang satu dengan yang lainnya, terutama adanya konflik
terhadap objek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan
saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara
ini sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908
KUHPerdata.*®

e Bahwa agama yang dianut terakhir sampai meninggalnya Alm. Suami
Penggugat sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Alm.

menganut agama Islam, hal ini diperkuat dengan keterangan-keterangan

45 Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him.56-57
46 Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him.59
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para saksi dari pihak Penggugat yang pada kesimpulannya bahwa Alm.
menganut agama Islam hingga meninggal.*’

Bahwa pernikahan antara Alm. Suami Penggugat dengan Penggugat
adalah sah adanya dan tidak perlu diragukan.*®

Bahwa perolehan objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang
berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P.Mangkunegara Kelurahan 8
Ilir, Kecamatan Ilir Timur Il, Kota Palembang, dengan pembelian secara
KPR yang ditandatangani oleh Penggugat dengan pihak Manager, yang
diperkuat dengan bukti Sertipikat Hak Milik. Maka dengan adanya hal
tersebut, ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Alm.
Suami Penggugat dengan Penggugat.*®

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, ditetapkan bahwa Alm.
mempunyai hutang yang harus diselesaikan oleh ahli warisnya
berdasarkan Pasal 175 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.*®

Bahwa 2 orang anak yang masing-masing bernama Tergugat | dan
Tergugat 11, yang keduanya menganut agama Kristem Katholik, adalah
ahli waris menurut hubungan darah karena anak dari pewaris (Alm.
Suami Penggugat), sebagaimana Pasal 174 huruf (a) KHI. Dan

Penggugat sebagai ahli waris menurut hubungan perkawinan karena istri

IS

7

IS

8

IS

9
50

Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him.60
Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him.62
Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him.63
Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him.66
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kedua pewaris (Alm. Suami Penggugat), sebagaimana Pasal 174 huruf
(b) KHI.>!

Bahwa harta berupa tanah dan bangunan di atasnya merupakan harta
peninggalan (warisan) dari pewaris (Alm. Suami Penggugat)
berdasarkan Pasal 171 huruf (d) KHI, dan sebagai harta benda bersama
(gono-gini) antara Pewaris dengan Penggugat, sebagaimana Pasal 35
ayat (1) UU No.1/1974 tentang Perkawinan.>?

Bahwa sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli
warisnya, maka terlebih dahulu dibagi harta bersamanya dengan
istrinya. Maka dengan itu ditetapkan bahwa Penggugat mendapat Y2
bagian dari harta bersama (gono-gini), dan %2 bagian untuk Alm. Suami
Penggugat yang kemudian ditetapkan sebagai harta peninggalan
(warisan).>

Bahwa Penggugat sebagai janda/istri mendapat 1/8 bagian dari harta
peninggalan Alm. Suami Penggugat, sesuai dengan Pasal 180 KHI.%*
Bahwa berdasarkan Keputusan Fatwa MUI Nomor:5/MUNAS
VI1/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama dan yuridprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor:51 K/AG/1999, dinyatakan bahwa ahli

waris nonmuslim ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris muslim dan

51 Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him.68
52 Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him.69
53 Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him.70

54

Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him.71
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mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan
wasiat wajibah.>®

e Bahwa Para Tergugat, masing-masing mendapatkan wasiat wajibah 1/3
bagian dari harta peninggalan Alm. Suami Penggugat, berdasarkan Pasal
201 dan 209 KHI dan asas egaliter, serta yurisprudensi Mahkamah
Agung RI yakni Putusan Nomor:51/K/AG/1999.5¢

e Bahwa untuk memenuhi keadilan antara para pihak, sehingga
pembagian harta peninggalan tersebut diseimbangkan pembagiannya
dengan 1/8 berbanding 1/3, maka menjadi 7/24 berbanding 17/24 agar
harta dapat terbagi sesuai dengan proporsinya. Sehingga Penggugat
mendapat 7/24 bagian, dan Para Tergugat masing-masing mendapat
17/24 bagian harta peninggalan.®’

4. Putusan Majelis Hakim

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang

berperkara namun tidak berhasil, termasuk dengan upaya mediasi sesuai

dengan PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan yang sudah dilaksanakan secara maksimal juga tidak berhasil.

Maka, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum

dengan berbagai alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak dan

55 Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him.72
56 Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him.73
57 Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him.73-74
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juga keterangan beberapa saksi, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan
mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Yang amar putusannya berbunyi:
Dalam Eksepsi:
e Menolak eksepsi para Tergugat
Dalam Pokok Perkara:
¢ Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
e Menetapkan Alm. Suami Penggugat adalah pewaris yang beragama
Islam yang telah meninggal pada tanggal 6 September 2013.
e Menetapkan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari
almarhum bin Yos.
e Menetapkan harta berupa tanah dan bangunan yang berdiri di
atasnya merupakan harta bersama (gono-gini) antara Pewaris (alm.
Suami Penggugat) dengan Penggugat.
e Menetapkan Penggugat mendapat Y2 bagian dari harta bersama
tersebut
e Menetapkan % bagian dari harta bersama alm. Suami Penggugat
adalah harta peninggalan (warisan).
e Menetapkan Penggugat mendapat 7/24 bagian dari harta warisan
alm. Suami Penggugat, setelah dilunasi hutang-hutang alm. Suami

Penggugat.
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e Menetapkan Para Tergugat mendapat wasiat wajibah 17/24 bagian
dari harta warisan alm, setelah hutangnya dilunasi.

e Menetapkan Tergugat | mendapat %2 bagian dari wasiat wajibah
17/24 bagian dari harta warisan.

e Menetapkan Tergugat Il mendapat %2 bagian dari wasiat wajibah
17/24 bagian dari harta warisan.

e Menghukum Penggugat dan Para Tergugat apabila dalam
pembagian harta tidak sesuai dengan ketentuan di atas, maka harta
tersebut akan di lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya
akan dibagi sesuai dengan ketentuan tersebut.

e Menolak selain dan selebihnya.

e Membebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk
membayar biaya perkara sebersar Rp.1.631.000,- secara tanggung
renteng.

Penerapan Pembagian Harta Waris Antara Ahli Waris Nonmuslim
dengan Pewaris Muslim Berdasarkan Putusan
Nomor:1854/Pdt.G.2013/PA.PIg.

Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,

wakaf, zakat, infaq, shadagah dan ekonomi syariah sesuai dengan Pasal 49
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.®®

Dalam hal ini, pokok perkara yang diajukan ialah gugatan terhadap cara
memperoleh harta peninggalan dan pembagian harta peninggalan Alm.
Suami Penggugat yang berupa sebidang tanah dengan bangunan yang berdiri
di atasnya. Berdasarkan bukti yang diterima, Penggugat adalah seorang yang
beragama Islam. Oleh karena itu, merujuk pada Pasal 49 huruf b UU tentang
Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Peradilan
Agama ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris. Hal ini
lah yang membuat Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama
Palembang.

Namun, diketahui dalam perkara waris yang terdaftar dengan
nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg ini, yaitu antara Penggugat (beragama
Islam) melawan Para Tergugat (masing-masing beragama Kristen/Katolik)
yang dibuktikan dengan kartu Identitas. Yang kemudian Para Tergugat
meminta di akui sebagai ahli waris yang sah dari Alm.

Dalam posita surat gugatan Penggugat menyebutkan bahwa tanah dan
bangunan yang berdiri di atasnya yang merupakan objek sengketa saat ini

berada dalam kuasa Pengggat, karena Penggugat merasa memiliki hak untuk

%8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama
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tinggal di tempat tersebut yang merupakan tempat kediaman bersama antara
Penggugat dengan Alm. Suami Penggugat serta ikut membayar biaya KPR
selama ini. Namun, dalam jawaban gugatan yang diberikan oleh Para
Tergugat menyatakan benar bahwa tanah dan bangunan tersebut dikuasai
olen Penggugat dan membantah adanya pernyataan Penggugat yang
menyatakan bahwa “Tanah dan bangunan diatasnya diperoleh secara KPR
dan Penggugat juga ikut membayar pembelian rumah tersebut...”® karena
dalil tersebut bertentangan dengan jawaban Penggugat dalam perkara
Nomor:181/Pdt.G/2013/PN.Plg. Dengan adanya hal ini, Para Tergugat
merasa  bahwa  Penggugat mempunyai itikad  buruk  untuk
menguasai/merampas objek sengketa yang merupkan hak dari Para Tergugat
selaku ahli waris sah dari alm.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terdapat kesimpulan yang
menyatakan bahwa selain adanya sengketa waris, terdapat juga sengketa hak
milik dalam perkara ini. Dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU tentang
Peradilan Agama menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi sengketa hak milik
atau sengketa hak lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu
memalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”, dan ayat (2)
menyatakan bahwa “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang

59 Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him.12
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beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama
bersama-sama perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49”.
Apabila merujuk pada peraturan tersebut, maka Pengadilan Agama
Palembang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.
Dan kewenangan mengadili perkara ini masuk dalam wilayah kekuasaaan
Pengadilan Negeri Palembang.

Namun, berdasarkan pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
menyatakan bahwa memberikan ketegasan mengenai penghapusan pilihan
hukum (choise of law) bahwa bagi penganut agama Islam atau orang-orang
yang tunduk terhadap hukum Islam perkaranya harus diajukan ke Pengadilan
Agama, demikian pula apabila terjadi sengketa milik dalam pemeriksaan a
quo tidak perlu lagi ke Pengadilan Negeri, melainkan diselesaikan di
Pengadilan Agama. Dengan adanya peraturan tersebut, memperjelas
terhadap kewenangan penanganan perkara ini yaitu kewenangan Pengadilan
Agama Palembang.

Dengan adanya kewenangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palembang dengan segala pertimbangannya mengabulkan gugatan
Penggugat sebagian serta menetapkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat

merupakan ahli waris dari alm. Serta menetapkan tanah dan bangunan
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diatasnya sebagai harta bersama (gono-gini), dan Penggugat ber-hak atas %2
dari harta bersama tersebut, dan %2 bagian selanjutnya merupakan harta
warisan. Kemudian Penggugat juga ber-hak mendapat 7/24 bagian dari harta
warisan alm. Suami Penggugat setelah hutang-hutangnya dilunasi.
Sedangkan untuk Para Tergugat, masing-masing mendapatkan ¥2 bagian dari
17/24 bagian dari harta warisan alm berdasarkan wasiat wajibah.%°
Penerapan wasiat wajibah digunakan untuk menerapkan kemaslahatan
dan keadilan bagi masing-masing pihak yang bersengketa. Sebagaimana
upaya hukum ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah hukum yang tidak
diatur secara detail dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara
ini, yang hilang hanya hak warisnya saja, dikarenakan adanya perbedaan
agama yang secara tegas dalam hukum Islam dilarang saling mewarisi.
Sementara untuk mengantisipasi adanya sengketa akibat hilangnya hak waris
ini, terdapat hak-hak lainnya yang dapat digunakan seperti hibah dan/atau
wasiat demi kemaslahatan dan keadilan.
C. Analisis Putusan Nomor: 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg Terkait Pembagian Harta
Waris antara Ahli Waris Nonmuslim dengan Pewaris Muslim
Setelah melalui prosedur mediasi di Pengadilan yang ternyata tidak berhasil
mendamaikan para pihak ini, maka Majelis Hakim melalui putusannya
menetapkan bahwa Penggugat (Islam) dan Para Tergugat (Kristen/Katholik)

sebagai ahli waris dari Alm. Suami Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan

60 Kutipan Putusan PA.PIg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, him.73-74
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Pasal 174 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun dalam pemberian
hak waris khususnya untuk Para Tergugat harus melalui wasiat wajibah mengacu
pada yurisprudensi nomor:51.K/AG/1998. Penetapan ini dikuatkan oleh
Keputusan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS V11/9/2005 tentang Kewarisan Beda
Agama pada poin (b) yang menyatakan bahwa “pemberian harta antara orang
yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan
hadiah ”.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara sosiologis Para Tergugat
yang menganut agama Kristen Katholik merupakan anak dari Alm. Suami
Penggugat, yang berarti adanya hubungan hak dan kewajiban serta
tanggungjawab antara orang tua dan anak sekalipun berbeda agama, sehingga
tidak mungkin diabaikan hanya karena adanya perbedaan agama. Namun,
menurut hukum waris Islam, ahli waris yang beragama nonmuslim tidak dapat
menjadi ahli waris, maka wasiat wajibah merupakan terobosan hukum di
Indonesia yang masyarakatnya pluralistik.

Pemberian wasiat wajibah ini dilakukan untuk mencapai kemaslahatan dan
keadilan bagi Para Tergugat. Maka, dengan adanya wasiat wajibah ini, Para
Tergugat ber-hak mendapatkan harta warisannya yang masing-masing 17/24
bagian.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa

pembagian waris dan siapapun yang berhak menerima harta waris terdapat
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perbedaan antara putusan Pengadilan Agama Palembang dengan ketentuan dalam

hukum waris Islam seperti sabda Rasullullah SAW,
I AL &y I ey dule bl o (0l & Lo Ul vy o35 o @aliel oy
oledl 58K &3 ¥

Artinya: Dari Usamah putera Zaid ra, ia berkata: “Bahwasannya Rasulullah
Saw. bersabda: “Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan orang
kafir tidak punya hak waris atas orang Islam.”

Serta dalam KHI Pasal 171 huruf (c) yang menyatakan bahwa “ahli waris
adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau
hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang
karena hukum untuk menjadi pewaris”. Maka, dengan adanya penetapan wasiat
wajibah untuk ahli waris beda agama ini merupakan suatu bentuk perlindungan
hukum dan upaya menasionalisaskan hukum waris Islam ditengah-tengah

masyarakat pluralistik



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil ialah

sebagai berikut:

1.

Menurut sudut pandang hukum waris Islam, seorang pewaris muslim dan
ahli waris nonmuslim tidak dapat saling mewarisi harta peninggalan pewaris.
Sedangkan menurut sudut pandang hukum Perdata, perbedaan agama yang
terjadi antara pewaris muslim dan ahli waris nonmuslim tidak menjadi
penghalang bagi seseorang untuk menjadi ahli waris dan berhak menerima
harta peninggalan pewaris.

Ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tetap mendapatkan harta
waris melalui wasiat wajibah sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama
Palembang Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg dan hal ini sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:51/K/AG/1999.

Analisis putusan Pengadilan Agama Palembang
Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, memberikan bagian kepada ahli waris beda
agama dengan pedoman terhadap bagian ahli waris beda agama yang
berkedudukan sebagai anak sah dari pewaris. Pemberian bagian harta
warisan ini melalui wasiat wajibah, dengan ketetapan masing-masing dari

ahli waris beda agama ini mendapatkan 17/24 bagian.

70
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B. Saran

1.

Mengenai pemberlakuan hukum Islam dalam hal waris, disesuaikan kepada
pewaris, apabila pewaris beragama Islam maka teranglah pemberlakuan
pembagian waris menggunakan dasar hukum Islam, yang berpedoman pada
Al Quran, Hadist dan ljtihad yang secara gamblang dalam menetapkan
pembagiannya.

Agar dapat memberikan kepastian hukum untuk penerapan pembagian harta
dengan ahli waris beda agama, sebaiknya perlu dilakukannya perubahan
terhadap Hukum Positif terkhususnya pasal 209 KHI mengenai wasiat
wajibah, agar mengubahnya dengan menambahkan tentang perolehan
pembagian bagi ahli waris beda agama.

Dalam pemberian wasiat wajibah hendaknya tidak hanya memperhatikan
asas keadilan dan perlindungan hukum saja, namun juga harus melihat dasar
hukum dari pemberian wasiat wajibah itu sendiri agar tidak bertentangan

dengan hukum Islam.
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